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TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (4)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 1});




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN  AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan penginterprestasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Kebijakan Akuntansi adalah dasar, peraturan dan aplikasi yang digunakan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong.

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-
prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar
Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

‘ dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari
pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Parigi
Moutong selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
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10.

11.

12.

13.

(1)

(2)

(3)

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Perangkat Daerah /unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Kebijjakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran dan antar periode.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip, dasar,
konversi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong dalam penyusunan dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar Kerangka
Konseptual; Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Pasal 3

(1) Materi muatan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur dalam

Peraturan Bupati ini meliputi :

Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir;
Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

b Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan,;

c. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional;

d. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran;

e. Kebijakan Akuntansi Arus Kas; ,

f. Kebijakan Akuntansi CalK; 1 > PARAF AUTENTIKAS

g. Kebijakan Akuntansi Piutang; ASISTEN{ )

h. Kebl_]akan Akuntansi Per sediaan; KEPALA PERAIG“T MERAH W
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Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;
Kebijakan Akuntansi Kewajiban,;
Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA,;
Kebijakan Akuntansi Beban;
Kebijakan Akuntansi Belanja;
Kebijakan Akuntansi Pembiayaan,;
Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan
Peristiwa Luar Biasa ;
. Kebijjakan Laporan Keuangan Konsolidasi;
Kebijakan Akuntansi Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Kebijakan Akuntansi Hibah;dan
Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan BLUD.
(2) Kebljakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Parigi
Moutong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi
Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3§ AoveMBeR 9022

BUPATI PARIGI MOUTONG,
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Ditetapkan di Parigi

pada tanggal Q4 Novemger P22 PARAF KOORDINASI - -
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BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2022 NOMOR 37



